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Abstrak 
Salah satu cirri Negara hukum modern saat ini adalah 
terdapatnya konstitusi yang memuat aturan dasar dan tujuan 
negara, konsitusi Negara modern lahir sebagai konsep 
kenegaraan di Abad 17. Kedudukan konstitusi sangat penting 
dalam sebuah Negara karena di dalamnya berbagai tujuan dan 
pedoman dasar Negara dituliskan. Ia merupakan sumber hukum 
tertinggi bagi segala aturan yang ada dalam Negara, sehingga 
kedudukannya sangat fundamental. Indonesia sebagai salah satu 
Negara hukum  modern memiliki konstitusi yang dinamikanya 
sangat panjang, meskipun baru empat kali mengalami proses 
amandemen. Makalah ini mencoba untuk mengkaji secara utuh 
bagaimana posisi konstitusi dalam kehidupan bernegara. 
Kata Kunci: KOnstitusi, Negara hukum, Indonesia  
 
LATAR BELAKANG 
Negara adalah suatu organisasi yang meliputi wilayah, 
sejumlah rakyat, dan mempunyai kekuasaan berdaulat. Setiap 
negara memiliki sistem politik (political system) yaitu pola 
mekanisme atau pelaksanaan kekuasaan. Sedang kekuasaan 
adalah hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk 
mengelola tugas tertentu. Pengelolaan suatu negara inilah yang 
disebut dengan sistem ketatanegaraan.  Yang mana sistem 
ketatanegaraan di setiap negara itu diatur di dalam Konstitusi. 
Untuk itu, di suatu negara pada zaman moderen ini suatu 
konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis sangat penting 
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adanya, guna sebagai landasan umum suatu negara untuk 
mengatur negara, pemerintahan, dan masyarakat. 
Berbicara mengenai negara konstitusional, maka tidak 
terlepas dari sejarah panjang mengenai asal usul dari negara itu 
sendiri. Masa yunani kuno adalah sebuah permulaan dimana 
sebuah kerangka negara mulai ada dengan meletakan pondasi 
hukum. Seperti diketahui bahwa hubungan konstitusi atau 
undang-undang dasar dan negara memiliki keterkaitan yang 
sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada 
sejak dahulu bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem 
yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum 
tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan 
yang ada, atau dalam pengertian lain ialah kekuasaan 
pemerintahan, hak yang diperintah, dan hubungan keduanya yang 
kemudian diatur. 
Dengan dasar tersebut, maka kami mengganggap bahwa 
Konstitusi bagi suatu Negara itu sangat penting dipahami, karna 
adanya suatu negara itu harus di atur dalm sebuah Konstitusi 
sehingga kami membuat makalah tentang Arti Penting Konstitusi 
dalam Sebuah Negara. 
ARTI PENTING KOSTITUSI DALAM SEBUAH NEGARA 
Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi 
kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusilah yang 
menjadikannya sebagai fundamental law (hukum dasar) dan the 
higher law (hukum tertinggi). Hal itu dikarenakan konstitusi 
dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara 
baru. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa 
konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi 
menjadi barometer kehidupan negara yang sarat dengan bukti 
sejarah perjuangan para pahlawan. 
Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup dan 
inspirasi bangsa yang memilikinya. A. Hamid S. Attamimi 
menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan 
pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur 
bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. 
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Sebagai mana di kemukakan oleh A.A.H. Struycken
1
 
dalam bukunya berjudul Het Staatsrecht van Het Koninkrijk dre 
Nederlander menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai 
konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai 
berikut: 
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 
2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik 
untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. 
4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan 
ketatane garaan bangsa hendak dipimpin. 
Keempat hal yang termuat dalam konstitusi tersebut 
menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi 
barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi juga 
memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa 
dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan 
istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, 
tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang 
bertentangan dengannya. 
Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh 
karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun 
konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat 
mulia dan istimewa dan sekaligus merupakan dokumen hukum 
dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan 
hak lembaga negara, pemerintahan, hu bungan antara negara dan 
warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Untuk lebih 
jelasnya di bahas di penjelasan sebagai berikut. 
PENGERTIAN KONSTITUSI 
Di negara-negara yang menggunakan bahasa inggris sebagai 
bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa 
indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam praktik 
dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang 
Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian 
                                                 
       
1
 Zaini Ahmad, ”Ilmu Politik” (Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN “SMH” Banten) Tahun 2013 Hal.104 
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Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah 
constitution merupakan sesuatu yanag lebih luas yaitu 
keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun 
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara 
bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu 
masyarakat.
2
 
Dalam kamus Oxford Dictionary Of Law, perkataan 
constitution diartikan sebagai : 
“The rules and practices that determine the composition and 
functios of the organs of the central and local goverment in a 
state and regulate the relationship between individual and 
the state”3 
Artinya, (i) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan 
yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam 
kegiatan penyelenggaraan negara, dan (ii) yang diatur itu 
tidak saja yang berkenan dengan organ negara beserta 
komposissi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat pemerintahan daerah (local goverment) tetapi juga 
mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu 
dengan warga negara. 
Bagi mereka yang memandang negara dari sudut 
kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi 
kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang 
sebagai lembaga/atau kumpulan asas yang menetapkan 
bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga 
kenegaraan,  jadi undang-undang dasar ini  menentukan 
bagaimana cara dari pusat kekuasaan ini bekerjasama dan 
merekam hubungan kekuasaan dalam suatu negara. 
Sedangkan konstitusi dalam negara adalah sebuah 
norma sistem politik dan hukum bentukan pada 
pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai 
                                                 
       
2
 Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si., Dkk., “Teori Dan Hukum 
Konstitusi” (Jakarta : Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi) 
Tahun 2004  Hal. 7 
       
3
 Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., “Pengantar Ilmu Hukum Tata 
Negara” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers) Hal. 96 
   123 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
dokumen tertulis dalam kasus pembentukan suatu negara, 
konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik 
dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk 
menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar 
politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam 
bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban 
pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya 
merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. 
Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum 
yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.
4
 
Sebagaimana dikemukanakan oleh C.f. Strong: 
“constitution is acollection of prinsiples according to wich 
the power of the goverment, the rights of the governed, and 
the relations between the two are adjucted” artinya 
konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-
asas yang menyelenggarakan : 
a. K
ekuasaan pemerintahan (dalam arti luas). 
b. H
ak-hak dari yang diperintah. 
c. H
ubungan antara pemerintah dan yang diperintah 
(menyangkut didalamnya masalah hak asasi manusia). 
Konstitusi dalam dunia politik menggunakan dua pengertian, 
sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Where dalam bukunya 
Modern Constitution 
5
: 
1. K
onstitusi dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan dari 
suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang 
mendasari serta mengatur pemeriintahan dalam 
menyelenggarakan tugas –tugasnya. Sebagai sistem 
pemerintahan didalamnya terdapat campuran tata 
                                                 
       
4
 Manan bagir,”Teori dan Politik Konstitusi”  (Yogyakarta : FH UII Press)  
Tahun 2003. Hal. 23 
       
5
 Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. dkk. “Teori dan Hukum 
Konstitusi” (Jakarta : Rajawali Pres) Tahun 2004  Hal. 12-14 
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peraturan baik yang bersifat hukum (legal) maupun (non 
legal). 
2. K
onstitusi dalam arti sempit yaitu sekumpulan peraturan 
yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara 
yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa 
dokumen” yang terkait satu sama lain.   
Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang 
dianggap paling tinggi tinkatannya, tujuan konstitusi sebagai 
hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan 
tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi itu adalah (i) keadilan, 
(ii) ketertiban, dan (iii) mewujudkan nilai-nilai ideal seperti 
kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau 
kemakmuranbersama, sebagaimana dirumuskan sebagai 
tujuan bernegera oleh para pendiri negara. Sehubungan 
dengan itulah, beberpa sarjana merumuskan tujuan konstitusi 
itu seperti merumuskan tujuan negara yaitu negara 
konstitusional atau negara berkonstitusi.
6
 
Dapat kita simpulkan dari beberapa ahli tersebut 
bahwa konstitusi adalah sebuah prinsip hukum yang 
fundamental dalam sebuah negara yang mengatur hubungan 
antara pemerintah dan yang diperintah yang semuanya 
berada dalam kerangka hukum baik itu konstitusi tertulis 
ataupun tidak tertulis. 
 
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP KONSTITUSI 
1. Tujuan Konstitusi 
Secara garis besar, tujuan Konstitusi adalah 
membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, 
menjaminhak-hak rakyat yang diperitah dan menetapkan 
pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
7
 Menurut Bagir 
Manan, hakikat tujuan Konstitusi merupakan perwujudan 
                                                 
       
6
 Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., “Pengantar Ilmu Hukum Tata 
Negara” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers) Hal. 119 
       
7
 Zaini Ahmad, ”Ilmu Politik” (Serang : Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN “SMH” Banten) Tahun 2013 Hal.103 
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paham tentang konstitusi atau konstitualisme, yaitu 
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan 
jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap 
penduduk di pihak lain. 
Dalam berbagai literatur Hukum Tata Negara maupun 
Ilmu Politik, di tegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah 
sebagai dokumen nasionaldan alat untuk membentuk sistem 
politik dan sistem hukum negara. Karena itu merupakan 
ruang lingkup isi Undang-Undang Dasar Konstitusi tertulis. 
2. Materi Muatan Pokok dalam Konstitusi 
Menurut Sri Sumantri dengan mengutup pernyataan 
Steenbeck menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan 
pokok dalam kosntitusi, yaitu : 
a. Jaminan Hak Asasi Manusia 
b. Susunan Ketatanegaraan yang bersifat mendasar 
c. Pembagian dan Pembatasan Kekuasaan  
Selanjutnya dalam paham konstitusionalisme 
demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi : 
a. Anatomi Kekuasaan (Kekuasaan Politik) tunduk pada 
hukum 
b. Jaminan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusi 
c. Peradilan yang bebas dan mandiri 
d. Pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas 
Publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat 
Keempat cakupan isi di atas merupakan dasar utama 
bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Namun 
demikian, indikator suatu negara atau pemerintahan yang 
demokratis tidaklah tergantung pada konstitusinya sekaipun 
konstitusinya telah menetapkan aturan dan prinsip-prinsip di 
atas, jika tidak diimplementasikan dalam praktik 
penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bisa dikatakan 
sebagai negara konstitusional atau menganut paham 
konstitusi demokratis. 
Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah 
negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional yang 
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bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh pula. 
Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas faham 
konstitusinya atau konstitusiomalismenya, yaitu yang 
mengatur secara rinci batasan-batasan kewenangan dan 
kekuasaan lemabaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara 
seimbang dan saling mengawasi serta memberikan jaminan 
yang cukup luas dalam arti pernghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak warga negara  dan hak asasi manusia. 
Dengan kata lain. Konstitusionalisme adalah faham 
mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat 
melalui konstitusi.
8
 
PENTINGNYA KONSTITUSI BAGI SUATU NEGARA 
1. Fungsi utama Konstitusi 
Seperti yang telah saya singgung di awal tadi, bahwa 
konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, konstitusi akan 
mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan 
kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa 
serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak hak 
asasi manusia. Konstitusi sangat penting sebab mempunyai 
fungsi yang sangat penting, fungsi utamanya ada dua yaitu : 
2. Membagi kekuasaan dalam negara 
3. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam 
negara 
Ada tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan 
penduduk 
2. Sistem ketatanegaraan yang mendasar 
3. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga 
negara 
Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrument 
untuk membatasi kekuasaan dalam suatu Negara, Miriam 
Budi ardjo mengatakan “Di dalam Negara-negara yang 
                                                 
       
8
 Abdul Mukhtie Fadjar, “Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi” 
(Jakarta : Konstitusi Pres) tahun 2006 Hal. 35 
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mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional. Undang-
Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi 
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga 
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. 
Dengan demikian diharapkan hak-hak warga Negara akan 
lebih terlindungi.Dalam konteks pentingnya konstitusi 
sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut. 
NILAI PENTING KONSTITUSI DALAM SEBUAH 
NEGARA 
Konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu 
negara, karena negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya 
konstitusi, karena itulah konstitusi menempati posisi yang sangat 
krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Mengenai 
arti penting konstitusi dalam suatu negara, menurut Dr. A. Hamid 
S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat bahwa suatu 
konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi 
pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana 
kekuasaa negara harus dijalankan. 
Kemudian Struycken dalam bukunya Het Staatsrecht Vab het 
Koninkrijk der Nederland menyatakan bahwa Undang-Undang 
Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen 
formal yang berisi : 
9
 
1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau. 
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan 
bangsa. 
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, 
baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang 
akan datang. 
4. Suatu keinginan dengan suatu perkembangan kehidupan 
ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. 
Sedangkan Prof. Mr. Djokosutono melihat 
pentingnya kostitusi dari dua segi. Pertama, dari segi isi, 
                                                 
       
9
 Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si., Dkk., “Teori Dan Hukum 
Konstitusi” (Jakarta : Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi) 
Tahun 2004 Hal. 57 
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karena konstitusi memuat dasar dari struktur dan memuat 
fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk, karena yang 
membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. 
Mungkin bisa seorang raja, raja dengan rakyat, badan 
konstituante, atau lembaga diktator. Dari sudut pandang yang 
kedua, mempunyai kesamaan pengertian hukum dalam arti 
sempit, dimana konstitusi dibuat oleh badan atau lembaga 
yang berwenang dalam membuat hukum, yaitu sebuah badan 
yang legal dan diakui sah untuk memberikan kekuatan 
hukum dalam konstitusi. 
Karl Loewenstein mengadakan suatu penelitian 
mengenai arti penting suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam 
suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama 
kenyataannya bagi rakyat biasa sehingga membawanya 
kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut : 
1. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif 
Yaitu suatu konstitusi yang telah resmi diterima 
oleh suatu bangsa dan konstitusi itu dilaksanakan secara 
murni dan konsekuen. 
2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal 
Yaitu secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi 
kenyataannya kurang sempurna, sebab ada beberapa pasal 
konstitusi tersebut dalam kenyataanya tidak berlaku. 
3. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik 
Yaitu jika konstitusi yang hanya sekedar suatu 
istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah 
dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa. 
KESIMPULAN 
Konstitusi adalah sebuah prinsip hukum yang 
fundamental dalam sebuah negara yang mengatur hubungan 
antara pemerintah dan yang diperintah yang semuanya berada 
dalam kerangka hukum baik itu konstitusi tertulis ataupun 
tidak tertulis. Arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi 
barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi 
juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus 
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bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki 
kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh 
karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-
undangan pun yang bertentangan dengannya. 
Secara garis besar, tujuan Konstitusi adalah 
membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, 
menjaminhak-hak rakyat yang diperitah dan menetapkan 
pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir 
Manan, hakikat tujuan Konstitusi merupakan perwujudan 
paham tentang konstitusi atau konstitualisme, yaitu 
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan 
jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap 
penduduk di pihak lain. Terdapat tiga materi muatan pokok 
dalam kosntitusi, yaitu : 
d. Jaminan Hak Asasi Manusia 
e. Susunan Ketatanegaraan yang bersifat mendasar 
f. Pembagian dan Pembatasan Kekuasaan 
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